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ABSTRACT

Region Indunesin 3 a country rich interms of various aspects of cullure, nature mndd the natural
result, and these draw attertion o other countries so that many forcign nationals came to visit |
Ineonesin, OF this visa can be known intents and purpases a stranger came 1o Indonesia whitch aspeCcts
hiave the benefit and not cause disturbances 1o public order and national security. Problems studied are
how the implementation arrangements touris visa for citizens of for eten countrics and what constraints
the implementation of vise arrangements for foreign tourist coming to Indonesia. Purpose of this study
to fine out bow the visy arrangements for foreign countries in Indonesia and the constraints thal must be [
faced. Hesearch method vsed is @ normative juridical research methods. Source of dala that is of |
primary raw materials and secondory v materials and raw materials tedior.dats aMained were
analyzed using qualitntive methods of the research results obtained the conclusion thet the number of
foreign policy condact the free and active to ensure and maintain the matonnl interest then 2
recommendation is recommended  foreign nationals admission to cortain countries in the hilateral |
cooperation between [ndonesia with countries in the world. Consiraints faced by foreipn citizens to
Indanesin when viewed in the theoretics] and practical, the legislation that regulates too hard or not
there s a unity of hilateral relations with other countries and did not make it easy for people 10 come 1o
Indonesia in providing visas, where the purpese of bilateral relations is to cstablish pood cooperation
between the counlries concerned.

skripsi telah dipertahankan di depan sidang tim penguii dan dinyatakan Julus pada tanggal 31 Marer 2010,

Abstrak telab disenguei oleh -
é.”ji " ) ; I"cul_[riml:ingll\

T
S

T T

JearyElfardi, S MU | Narsief, STE. MIT | DR, Ferdi, SHLMH |

e e

Tumida Tanpan | /

-

oo
Wenpetalui
keetws Jurusan : Prof L Firman Hasan, S LM Tarnds tanpan :

Alumnus telah mendafiar ke Fakolas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas F.g_k ultas ! Alumnus

Moo Adumnus Fakulias | MNama ! Tud ¢

Ma, Alumnus iniversitas ; Mama Tid :




BAB 1

PENDAHULUAN

4. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yvang kaya akan berbagai aspek, terutama dari segi
sudava. alam dan hasil alamnva. Hal ini semua menarik perhatian warga negara
ain, sehingga mereka (orang-orang asing/ WNA) banyak datang berkunjung ke
Indonesia. Kedatangan mereka bukan saja untuk menikmati alam atau perjalanan
wisata letapl juga datang dalam aktifitas bisnis. bahkan ada yang menikah dan
“nzeal menetap di Indonesia.

Oleh sebab itu, dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang dan lalu
“ntas hubungan antar bangsa baik sceara pribadi maupun secara bernegara seperti
=mzlinnya hubungan bilateral dan multilateral antar negara, diperlukan suatu
seraturan yang sifatnya mengikat baik keluar maupun kedalam sehingga tercipta
ceoastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam  Pembukuan Undang-

ncang Dasar 1945 dan merupakan salah salu perwujudannya sebagai hukum
vang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Keberadaan atau keluar masuknya orang-orang asing (WNA) ke Indonesia
= =h diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, vaitu Undang-Undang Nomor.9
Tzoun 1992 dan Peraturan Pemerintah Eepublik Indonesia Nomor .32 Tahun 1994
ww=range Visa, lzin Masuk, dan Izin Keimigrasian. Undang-Undang ini sekaligus

—enangkal akses negatife dari globalisasi lalu lintas orang masuk atau keluar

_mcsme-undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Pustaka
S e=eis Yopvakarta, 2006, hal 7




ailavah [ndonesia yang merupakan hak dan wewenang Nepara Republik
. .
Indonesia,”

Karena hal ini juga menyangkut dengan status kewarganegaraan
se<corang, maka Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Tentang
“ewarpanegaraan Republik Indonesia, vaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006.
Terhadap orang asing (WNA), pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian

“laksanakan berdasarkan prinsip vang bersifat selektif.’ Berdasarkan hal ini,

ce=ejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta membahayakan
c==manan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun
“zgara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
_ndang dasar 1945 yvang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Orang asang asing karena alasan-alasan tertentu seperti sikap permusuhan

‘=whadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

—

_Zznpg-Undang 1945- untuk sementara waktu dapat di tangkal masuk atau keluar
»zvah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan“sefer pesipakan diatur secara
selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada

= =donesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa sctiap

wzgza negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia Namun

c=ikian hak-hak ini bukan sesuatu vang tidak dapat di batasi. Karena alas an-

Sesamuran tentang Yisa lzin Masuk dan [2in Keimigrasian, Pusat Info Data Indonesia, Jakarta,
| 2006 hal 107
ORI Mo, 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegzaraan Republik Indonesia, Pustaka Y ustisia,
¥ ogvakarta, 2006, hal 113
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan:

I. Mekanisme pengurusan visa wisata bagi orang asing yang datang ke
Indonesia melalui konvensi wina tentang hubungan konsuler tahun 1963
dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan
memelihara kepentigan Nasional dan membantu tercapainya ketertiban serta
memajukan kerfasama hubungan dengan semua bangsa di dunia  diatur
dalam undang-undang no 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana
Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan
keimigrasian lebih menekankan agar undang-undang No 9 tahun 1992 lebih
efektif di mata masyarakat dalam rangka melaksanakan peraturan Direktur
jendral imigrasi no: F-434.1Z.01.10 Tahun 2006 tentang bentuk, ukuran,
redaksi, jenis dan indeks, serta peneraan visa. Dengan maksud dan tujuan visa
diberikan kepada orang asing datang ke Indonesia bermamfaat serta tidak
akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.
Untuk lebih jelasnya KBRI atau sponsor yang ada lvar negeri dimana orang

asing tujuannya datang ke Indonesia.
2. Kendala pengurusan visa wisata bagi orang asing datang ke Indonesia adalah:
4, Peraturan dalam mengurus visa ke Indonesia, memberatkan bagi
orang asing datang ke Indonesia karena visa di urus 10 hari sebelum
keberangkatan.
b. Masalah visa wisata, salah satu rintangan besar terhadap promosi

pariwisata indonesia di belanda adalah masalah visa.dimana belanda
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